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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai dua sifat individu
dan sosial. Secara individu mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan,
dan lain-lain. Secara sosial manusia memerlukan bantuan orang lain untuk
mencukupi segala kebutuhannya, salah satu bentuk dari hubungan sosial itu
adalah jual-beli. Dalam hal jual-beli terdapat dua subyek yaitu penjual yang
kedudukannya sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen.

Penjual sebagai pelaku usaha berusaha menghasilkan berbagai jenis
produk diantaranya adalah makanan agar dapat dikonsumsi oleh konsumen.
Sedangkan pembeli sebagai konsumen menurut kamus umum Bahasa
Indonesia adalah sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil
industri, bahan makanan, dan sebagainya.*

Perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan
perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dapat
dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang
didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika yang dapat
merperluas ruang gerak transaksi barang dan jasa menjadi bervariasi.
Sehingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara semakin cepat dan

meluas, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

1 WJS. Poerwadinata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 521.



Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa membawa
dampak yang positif. Di antaranya tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang
mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi
konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, selain memberikan
dampak yang positif juga terdapat dampak negatif. Yaitu dampak penggunaan
dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin
ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.?

Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan
segala macam cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara
dilakukan untuk mengelabui konsumen. Ini dilakukan para produsen karena
persaingan yang begitu hebat dan masyarakat menginginkan harga murah
terhadap produk pangan tersebut. Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang
dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah
memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk- produk yang berbahaya
bagi kesehatan konsumen. Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan
keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut
telah menelan banyak korban.

Dari berbagai macam kecurangan dan penipuan yang dilakukan oleh
pelaku usaha atau produsen adalah menggunakan bahan tak layak konsumsi
atau kadaluarsa sebagai bahan dasar pembuatan makanan. Dengan cara

mendaur ulang dan menjadikan produk makanan ringan. Makanan ringan

2 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2006), 2.



seperti ini berbahaya dikonsumsi dan yang pasti tidak sesuai dengan sanitasi
produksi untuk makanan dikonsumsi masyarakat.

Seperti halnya contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di Sidoarjo,
polisi melakukan penggerebekan pada sebuah UD Wijaya Abadi yang ada di
Desa Balongtani Kecamatan Jabon Sidoarjo. Di dalam gudang makanan
ringan tersebut polisi menemukan berbagai macam jenis makanan ringan dari
bahan baku kadaluarsa. Pelaku usaha mengaku mendapatkan bahan baku
tersebut dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah terkenal. Bahan baku
yang sudah tidak layak dikonsumsi namun oleh pemiliknya dikemas lagi dan
diedarkan ke luar kota.®

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini
jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat konsumen. Pada umumnya
para pelaku usaha berlindung dibalik standart contract atau perjanjian baku
yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan
konsumen), ataupun melalui berbagai informasi “semu” yang diberikan oleh
pelaku usaha kepada konsumen.* Hal tersebut yang membuat kedudukan
antara produsen dan konsumen tidak seimbang. Dimana konsumen hanya
dijadikan obyek bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Dalam hal seperti ini tentu saja konsumen menjadi pihak yang
dirugikan, dan membutuhkan perlindungan. Perlindungan konsumen adalah
perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk

memenuhi kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang

¥ Jawa Pos Online, dalam http://www.kabarsidoarjo.com/?p=4939, diakses pada 15 Mei 2015.
* Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia, 2001), 2.
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merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.®

Pada Tahun 1999 atau tepatnya pada tanggal 20 April 1999
pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Perlindungan Konsumen
diberlakukan dalam rangka untuk melindungi atau menjamin konsumen akan
hak-haknya yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam aktifitas perdagangan
atau praktek-praktek jual-beli curang yang dilakukan pelaku usaha yang
menyebabkan kerugian di pihak konsumen.

Oleh karena itu, pihak pelaku usaha dalam memproduksi makanan
harus memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya, sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta

tidak diskriminatif.

% Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
® Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum perlindungan Konsumen, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2008), 32.



4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa
yang berlaku

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba
barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas
barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau jasa penggantian apabila barang
dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

Cakupan perlindungan konsumen sangat luas, meliputi perlindungan
konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan
mendapatkan barang atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian
barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen tersebut dapat
dibedakan dalam dua aspek, yaitu :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada
konsumen tidak sesuai dengan apa yang disepakati.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil
terhadap konsumen.

Dalam Islam tidak ada larangan jual beli, akan tetapi Islam melarang
setiap tindakan curang. Seperti penipuan yang dilakukan pelaku usaha
terhadap konsumen. Larangan ini disebutkan dalam al-Qur’an surat Huud (11)

ayat 85 :

" Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.
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Artinya: Dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran
dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap
hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi
dengan membuat kerusakan.?

Perdagangan yang adil dan jujur dalam menurut al-Qur’an adalah
perdagangan yang tidak mendzalimi dan tidak pula di dzalimi. Sebagaimana

diterangkan dalam firman Allah:
IV 2 T Aa8 - s f - = °{f?<° ;/;.:.Aﬁ.,.
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Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan
jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS: Al-Bagarah ayat
279).°

Hukuman dalam istilah Arab disebut Uqubah, yaitu bentuk balasan
bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang
ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari
hukuman dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu
sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum

dan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pemidanaan

dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah

8 Al-‘Alim al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), Surat Huud ayat
85, 340.

% Al-‘Alim al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), Surat Al-Bagarah
ayat 279, 70.



kedzaliman atau kemadharatan. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman
adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat
perbuatannya melanggar aturan.™

Penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen
termasuk tindak pidana yang dikenai hukuman ta’zir, karena belum diatur di
dalam syara’. Menurut istilah, fa 'zir bermakna, al-Ta’dib (pendidikan) dan at-
Tankil (pengekangan). Sanksi ta’zir disesuaikan dengan tingkat kejahatannya.
Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai
tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu juga dengan kejahatan kecil, akan
dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan
serupa.

Mustaqg Ahmad menekankan bahwa dalam perspektif Islam,
landasan yang mendorong prilaku seorang pelaku bisnis hendaknya jangan
didasarkan karena adanya rasa takut pada Allah (takwa, God fearing) dalam
usaha mencari dan menggapai ridho-Nya. Jadi bisnis hendaknya melampaui
sesuatu yang bersifat legal. Seseorang bukan hanya semata mengharapkan rasa
keadilan, bahkan lebih jauh dari itu ia menginginkan yang melampaui hal
tersebut dalam rangka memenuhi kebajikan dan keluhuran budi. Sebagaimana
juga tuntutan bagi seorang muslim yang bertakwa, dia bukan hanya

menghindari semua hal yang dilarang, bahkan lebih dari itu ia hendaknya

19 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta : Teras, 2009), 111-112.



menghindari “wilayah kelabu” (syubhat), dimana apabila dia melakukan

tindakan itu ia merasa tidak mendapatkan ketenangan batin.**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, yaitu mengenai
tindak pidana kecurangan pelaku usaha atas pengedaran makanan tidak layak
konsumsi, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut.
Pemberian hukuman tindak pidana kepada pelaku usaha yang curang menurut
undang-undang yang berlaku serta menurut hukum Islam menjadi alasan
dalam penulisan ini.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan
dalam penelitian ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut dapat
diidentifikasi sebagai berikut:

1. Hukuman menurut Hukum Pidana Islam.

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana produsen atas
pengedaran makanan tidak layak konsumsi.

3. Sanksi tindak pidana produsen atas pengedaran makanan tidak layak
konsumsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana produsen
atas pengedaran makanan tidak layak konsumsi menurut Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.




Adapun yang menjadi pembatasan permasalah dalam penelitian yang
akan peneliti lakukan bahwa:

1. Sanksi tindak pidana pelaku usaha atas pengedaran makanan tidak layak
konsumsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pelaku usaha
atas pengedaran makanan tidak layak konsumsi menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah tersebut di
atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pelaku usaha atas pengedaran makanan
tidak layak konsumsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana
pelaku usaha atas pengedaran makanan tidak layak konsumsi menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang
sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dan
akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian

atau penelitian sebelumnya.
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Penelitian yang terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya

telah diteliti oleh:

1. Mohammad Nadzir, pada tahun 2003, Jurusan Siyasah Jinayah, dengan
judul “Pelanggaran Terhadap Hukum Tentang Perlindungan Konsumen
Menurut undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi
Perbandingan)”. Dalam  definisi = operasionalnya, obyek dalam
penelitiannya adalah perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau
jasa. Metodologi yang digunakan pada penelitian tersebut adalah library
research dengan metode analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian
tersebut adalah fungsi utama dari UUPK dan Hukum Islam sama-sama
mengangkat harkat dan martabat kehidupan konsumen dengan cara
menetapkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.*?

2. Risma Qumilaila, pada tahun 2008, Jurusan Perbandingan Mazhab dan
Hukum, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan
Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Komparasi Hukum islam dan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen)”. Dalam Penelitian ini peneliti
memfokuskan permasalahan pada makanan yang diberi bahan kimia
tambahan dan tak layak di konsumsi karena mengancam kesehatan.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut library research

dengan metode analisis deskriptif. Kesimpulan pada penelitian ini ialah

12 Mohammad Nadzir, “Pelanggaran Terhadap Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)”, (Skripsi--IAIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2003), 12.
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baik dalam Hukum Islam dan hukum positif konsumen berhak
mendapatkan barang dan atau jasa yang halal dan juga bebas dari bahaya.™

3. Moch. Choirul Rizal, pada tahun 2013, Jurusan Siyasah Jinayah, dengan
judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana
Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Kendaraan Bermotor Kepada
Pengelola Jasa Parkir Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang perlindungan Konsumen”. Dalam penelitian ini membahas
tentang perlindungan konsumen terhadap klausula/perjanjian antara
konsumen dan penyedia jasa parkir dari resiko kehilangan barang atau
motor tetapi tidak mendapatkan ganti rugi yang sepadan dari penyedia
layanan parkir. Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut
library research dengan metode analisis deskriptif. Kesimpulan pada
penelitian ini ialahpencantuman klausula baku pada karcis kendaraan
bermotor oleh pengelola jasa parkir merupakan bentuk tindak pidana dan
dalam hukum pidana juga melarang perbuatan tersebut.*

Dari beberapa judul skripsi diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian
skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian ini
mengkaji tindak pidana dan sanksi terhadap produsen atas pengedaran
makanan tidak layak konsumsi yang sudah kaadaluarsa. Oleh karena hal

tersebut menjadi alasan kuat bagi penulis bahwa “Tinjauan Hukum Pidana

13 Risma Qumilaila, “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada
Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”
(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), 15.

¥ Moch. Choirul Rizal, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana
Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Kendaraan Bermotor Kepada Pengelola Jasa Parkir
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen”, (Skripsi--
IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 14.
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Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Produsen Atas Pengedaran Makanan

Tidak Layak Konsumsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen perlu analisis lebih lanjut.

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, makan tujuan

penulisan skripsi ini yaitu:

1.

Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pelaku usaha atas pengedaran
makanan tidak layak konsumsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak
pidana pelaku usaha atas pengedaran makanan tidak layak konsumsi
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

. Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap semoga penelitian ini

dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai

berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Peneliti berharap dengan adanya penulisan karya ilmiah ini,
dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi penulis khususnya dan bagi
para pembaca secara umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat
memberikan kontribusi informasi dan khazanah keilmuan dalam bidang

hukum pada umumnya dan hukum pidana Islam pada khususnya. Serta



13

dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan pertimbangan untuk
penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Secara praktis, peneliti berharap agar hasil penulisan karya
ilmiah ini dapat memberikan masukan bagi Yayasan Konsumen Indonesia
(YLKI) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam hal
perlindungan konsumen di Indonesia dan sebagai salah satu upaya untuk
mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, terutama
bagi produsen makanan yang mencampurkan bahan-bahan tak layak
konsumsi dalam makanan.

G. Definisi Operasional

1. Analisis Hukum Pidana Islam adalah adalah Analisis dari sudut pandang
ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam. Hukum yang bersumber dari al-
Qur’an, hadis, dan pendapat para fugaha’ yang menghimpun rangkaian
pendapat dari Imam Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Maliki, dan Imam
Hambali yang berkaitan dengan masalah-masalah pidana, khususnya
tentang jarimah ta’zir.

2. Sanksi ialah hukuman pokok dan/atau tambahan yang dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana, karena melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang
berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.

3. Pengedaran adalah suatu kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan

suatu barang di suatu wilayah.
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4. Makanan tidak layak konsumsi adalah makanan yang sudah
terkontaminasi dengan bakteri atau zat beracun yang berbahaya, yang
dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan apabila dikonsumsi.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
adalah Undang-Undang yang melindungi hak-hak konsumen yang
didalamnya memuat antara lain Pasal-Pasal tentang perbuatan-perbuatan
yang dilarang beserta dengan sanksinya yang berkaitan dengan pengedaran
makanan tidak layak konsumsi.

H. Metode Penelitian
1. Data Yang Dikumpulkan
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research),
sumber data yang diperlukan adalah berupa buku, artikel dan tulisan-
tulisan lainnya yang membahas masalah judul diatas. Serta ketentuan
hukum pidana Islam terhadap sanksi pencabulan terhadap anak.

2. Sumber Data
Berdasarkan data-data diatas, penulis menggunakan dua sumber data yaitu
sebagai berikut:

a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumpul data.’> Sumber-sumber data primer tersebut
meliputi:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.

15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2010), 225.
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2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012

Tentang Pangan
b. Sumber data sekunder vyaitu berkas-berkas yang terkait dengan

putusan dan buku-buku. Dalam sumber data sekunder ada dua sumber

hukum yang digunakan, yaitu:

1) Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Al-
Tasyiri’ al-Jina'i al-Islamiy Mugaranan al Qanum al-Wad’iy).

2) Imam Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniah.

3) Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.

4) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.

5) Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam.

6) Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam.

7) Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.

8) Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam.

9) Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam.

10) Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Figh
Jinayah).

11) A. Djazuli, Figh Jinayah.

3. Teknik Pengumpulan Data
Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik berupa dokumen

tertulis, gambar dan elektronik.*®

¢ Sukmdinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 221.
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4. Teknik Analisis Data

a.

Metode deskriptif Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan teori
tindak pidana produsen atas pengedaran makanan tidak layak
konsumsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen menurut hukum pidana Islam.

Metode Deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori,
dalil-dalil dan pendapat yang bersifat umum mengenai tindak pidana
produsen atas pengedaran makanan tidak layak konsumsi menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen untuk dijadikan bahan analisis terhadap data yang

dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami masalah-masalah dalam

studi ini, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing

bab mengandung sub-bab, sehingga penulis menganggap perlu untuk

mensistematisasikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

: bab ini memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan.

. Landasan Teori. Pada bab ini menguraikan tentang hukuman

dalam hukum pidana Islam yang meliputi: Definisi tindak pidana,



BAB Il

BAB IV

BAB V
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Unsur-unsur tindak pidana, Klasifikasi tindak pidana, Pengertian
hukuman, Dasar hukum hukuman, Tujuan hukuman, Syarat-
syarat hukuman, Macam-macam hukuman, Pelaksanaan

hukuman, Penundaan hukuman, dan Penghapusan hukuman.

: Pada bab ini, menjelaskan tentang penyajian data hasil penelitian

tentang pelaku usaha atas pengedaran makanan tidak layak
konsumsi beserta sanksinya menurut Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

: Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap tindak pidana

tentang pelaku usaha atas pengedaran makanan tidak layak
konsumsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen.

: Penutup, yang terdiri kesimpulan dan saran.



